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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi eksistensi dan keterlibatan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sidorejo di Kecamatan Pondok Kelapa 
Kabupaten Bengkulu Tengah. LKD merupakan mitra pemerintah desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam pemberian pelayanan, pemberdayaan 
masyarakat, dan pembangunan desa. LKD memegang peranan penting dalam 
pembangunan desa berbasis pemberdayaan, pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri 
dalam menata dan membangun kesejahteraan desa melainkan perlu dukungan dari 
berbagai pihak terutama LKD berupa keterlibatan atau partisipasinya dalam setiap 
kegiatan pemerintah desa. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa LKD di Desa Sidorejo cukup beragam, selain lembaga yang 
dibentuk berdasarkan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lemabaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terdiri dari RT/RW, PKK, Karang 
Taruna, Posyandu, dan LPM, juga terdapat kelompok-kelompok bentukan masyarakat 
desa yaitu kelompok tani, Gapoktan, risma, kelompok simpan pinjam, kelompok 
pengajian, kelompok seni dan budaya, serta juga terdapat BUMDES. Masing-masing 
lembaga dan kelompok telah melakukan fungsinya sesuai bidang dan tugasnya masing-
masing meskipun belum secara optimal. Perlu ada komitmen dari semua pihak kalau 
lembaga dan kelompok ini memang benar-benar mau diberdayakan, komitmen dari 
pengurus, anggota, dan dari pemerintah desa sendiri. 
 





Penelitian ini mengangkat tema tentang LKD dan eksistensinya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, bahwa LKD merupakan mitra pemerintah 
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pemberian pelayanan, 
pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu kerjasama 
dengan LKD dalam mewujudkan desa sejahtera dan mandiri. 
Laporan ini disusun dengan menggunakan pembagian berdasarkan bab, 
dimana dalam laporan ini terdiri dari 6 (enam) bab. Bab pertama adalah pendahuluan 
yang berisi tentang latar belakang kenapa tema tentang eksistensi LKD ini dipilih 
sebagai tema penelitian. Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka terkait tentang 
tugas pokok dan fungsi LKD dalam pemerintahan desa berdsarkan amanat undang- 
undang dan peraturan perundangan lainnya, selain itu juga berisi tentang tinjauan 
pustaka terkait pembangunan berbasis pemberdayaan secara konsep atau teori. Bab 
ketiga berisi tentang tujuan dan manfaat yang dicapai dalam penelitian ini. Bab keempat 
berisi tentang metode penelitian dimulai dari pendekatan penelitian hingga tehnik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Bab keempat berisi tentang hasil 
penelitian dan pembahasan yang diuraikan dengan urutan menggambarkan secara 
umum kondisi desa Sidorejo kemudian diikuti dengan deskripsi tentang keberadaan 
LKD di Desa Sidorejo dan akhirnya hasil penelitian tersebut dianalisis di subbab 
pembahasan. Bab terakhir adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian 
ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai masukan guna 
perbaikan penelitian selanjutnya. 
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lembaga kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, penguatan sumber daya 
manusia dalam kelembagaan itu sendiri, dan memfasilitasi penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDes). (https://dpmd.jatimprov.go.id/programunggulan/binapemdes) 
Pada tataran konsep atau rencana, contoh kebijakan yang dijelaskan di atas 
mungkin sudah ideal sesuai dengan tujuan dan kondisinya. Tetapi bagaimana dalam 
tataran pelaksanaannya di lapangan? Bisa jadi pelaksanaannya belum sesuai dengan 
yang seharusnya, yang diakibatkan karena sumber daya manusianya (baik kesiapan dan 
komitmennya), sistemnya yang kurang tepat dengan kondisi lingkungannya, maupun 
faktor lain yang menyebabkan adanya perbedaan antara rencana dan pelaksanaannya. 
Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berfokus 
pada aspek yang berbeda-beda menunjukkan kondisi perbedaan antara konsep atau 
rencana dengan pelaksanaan yang terjadi di tingkat desa, dimana konsep pemberdayaan 
yang terkandung dalam Undang-Undang tentang desa tersebut belum dijalankan dengan 
baik. Salah satunya adalah hasil penelitian Nursanty dan Loesida Roeliana (2018) yang 
menemukan tidak terbukanya atau tidak transparannya Pemerintah Desa Pulau 
Panggung Kabupaten Bengkulu Tengah kepada masyarakat terkait program-program 
pembangunan desa terutama terkait pada pembiayaannya. Masyarakat hanya dilibatkan 
pada tahap penjaringan aspirasi rencana-rencana pembangunan tanpa tahu usulan 
rencana yang mana yang direalisasikan. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi 
masyarakat desa secara umum maupun yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan 
desa. 
Kondisi di atas bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
pada Bab XII Pasal 94 ayat (4) yang berbunyi bahwa “pelaksanaan program dan 
kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah 
daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan 
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa ” . 
Mendayagunakan dapat berarti tindakan mengusahakan agar keberadaan LKD 
mendatangkan hasil dan manfaat. 
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Desa Sidorejo yang terletak di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten 
Bengkulu Tengah merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian 
sebagai petani. Hal ini yang menjadi pertimbangan pembentukan kelompok tani dan 
gabungan kelompok tani. Terlihat cukup banyak kelompok tani di Desa Sidorejo, selain 
LKD lainnya seperti Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan 
sebagainya. Lalu bagaimanakah eksistensi dan keterlibatan kelompok-kelompok tani 
tersebut dan LKD lainnya sebagai mitra pemerintah desa dalam menata dan 
membangun kesejahteraan masyarakat setempat? 
Secara umum, LKD yang ada di Desa Sidorejo cukup banyak, selain LKD 
minimal yang harus ada berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang 
Lembaga Kemasyarkatan Desa dan Lembaga Adat Desa seperti RT, RW, Karang 
Tarunan, PKK, dan Posyandu. Di Desa Sidorejo juga terdapat lembaga pemberdayaan 
masyarakat berupa kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta kelompok simpan 
pinjam. Penelitian ini berusaha memetakan keberadaan LKD yang ada di Desa Sidorejo 






2.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 
 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga 
Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra 
pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Hal ini tentunya sejalan 
dengan isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 94 yang 
menjelaskan tentang LKD, sebagai berikut: 
1) Desa mendayagunakan LKD yang ada dalam membantu pelaksanaan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat 
desa. 
2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi 
masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. 
3) LKD bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta 
merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan 
pelayanan masyarakat desa. 
4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 
lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan 
lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. 
 
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa 
dan Lembaga Adat Desa pasal 2 menjelaskan pengaturan LKD dan Lembaga Adat Desa 
(LAD) yang dimaksud adalah meliputi: 
a) mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa 
dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; 
b) mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan desa; dan 
c) menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
 
 
2.2 Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 
 
Jenis-jenis LKD yang dapat dibentuk oleh pemerintah desa menurut 
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 paling tidak adalah LKD sebagai berikut: 
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1. Rukun Tetangga (RT) 
2. Rukun Warga (RW) 
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
4. Karang Taruna 
5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
 
Selain LKD sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah desa dan masyarakat 
desa dapat membentuk LKD lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. 
Pembentukan dan penetapan LKD dilakukan atas prakarsa pemerintah desa dan 
masyarakat melalui musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa 
(Perdes). Pembentukan LKD juga berdasarkan pertimbangan bahwa kehadiran lembaga 
tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang 
kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah ada. 
Pembentukan LKD harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan 
dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, yaitu: 
a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
b. berkedudukan di desa setempat; 
c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa; 
d. memiliki kepengurusan yang tetap; 
e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan 
f. tidak berafiliasi kepada partai politik. 
 
Selain persyaratan tersebut, pemerintah desa dapat juga dapat menentukan 
persyaratan lainnya yang ditetapkan dengan Perdes dengan berpedoman pada Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 
 
2.3 Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 
 
Menurut Soemantri (2011:18) pengurus LKD terdiri atas 1) ketua, 2) 
sekretaris, 3) bendahara, dan 4) bidang sesuai dengan kebutuhan, dimana jumlah 
pengurusnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Pengurus LKD ditunjuk melalui 
musyawarah mufakat dengan syarat, sebagai berikut: 
 warga negara Republik Indonesia, 
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 penduduk desa setempat, 
 mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian, 
 tidak menjadi anggota salah satu partai politik, 
 tidak boleh rangkap jabatan dengan LKD lainnya. 
 
Lebih lanjut, Soemantri (2011) juga menjelaskan bahwa masa kepengurusan 
LKD adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam keputusan kepala 
desa, dan setiap pengurus dapat menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan secara 
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 
 
2.4 Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 
 
Soemantri (2011:17) menjelaskan tugas LKD secara umum adalah membantu 
pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. 
Dimana tugas tersebut dijabarkan sebagaimana berikut: 
 Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif 
 Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan 
mengembangkan pembangunan secara partisipatif 
 Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan 
swadaya masyarakat 
 Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat 
Lebih lanjut, Soemantri (2011) menjelaskan dalam rangka melaksanakan 
tugas sebagaimana disebutkan di atas, LKD mempunyai fungsi: 
 Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan 
 Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat 
 Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-
hasil pembangunan secara partisipatif 
 Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya 
gotong royong masyarakat 
 Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga 
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 Pemberdayaan hak politik masyarakat 
 
LKD berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan 
agar terwujudnya demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat 
masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat 
lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan-kegiatan LKD ditujukan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui; peningkatan 
pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, 
pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pegembangan kegiatan lain 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. 
Penjelasan Soemantri di atas didasarkan pada Permendagri Nomor 5 Tahun 
2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Saat ini, Permendagri 
tersebut telah dihapuskan dan diganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Tidak banyak 
perbedaan tugas LKD yang dimuat dalam Permendagri yang baru tersebut. Menurut 
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, LKD mempunyai 3 (tiga) tugas sebagai berikut: 
1. melakukan pemberdayaan masyarakat desa 
2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan 
mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa 
3. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa 
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas LKD memiliki 
fungsi sebagai berikut: 
1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 
2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 
3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa 
kepada masyarakat Desa; 
4. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan 
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; 
5. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, 
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; 
6. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan 
7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
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Jika dilihat berdasarkan jenis LKD-nya, maka tugas dan fungsi masing-masing 
LKD adalah sebagai berikut: 
1) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 
Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah 
masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan 
yang ditetapkan oleh pemerintah desa. 
Rukun Warga (RW) adalah bagian dari wilayah kerja desa dan merupakan lembaga 
yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang 
ditetapkan oleh pemerintah desa. 
RT dan RW mempunyai tugas: 
a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; 
b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan 
perizinan; 
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
 
Dalam rangka menjalankan tugasnya, RT dan RW mempunyai fungsi, sebagai 
berikut: 
a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya 
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga 
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan 
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat 
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat 
 
2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan 
organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, 
pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan 
untuk terlaksananya program PKK. 
PKK bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan dan 
peningkatan kesejahteraan keluarga, yang meliputi: 
a) Menyusun rencana kerja PKK, sesuai dengan Rakerda Kabupaten/Kota 
b) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati 
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c) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, 
RW, RT, dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang 
telah disusun dan disepakati 
d) Menggali, menggerakan, dan mengembangkan potensi masyarakat, 
khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan 
kebjaksanaan yang telah ditetapkan 
e) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang 
mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga 
sejahtera 
f) Mengadakan pembinaan dan bimbingan pengenai pelaksanaan program kerja 
g) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan 
kesejahteraan keluarga di desa 
h) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan 
dengan tembusan kepada Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat 
i) Melaksanakan tertib administrasi 
j) Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak 
PKK setempat 
Dalam menjalankan tugas tersebut, PKK mempunyai fungsi: 
a) Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu 
melaksanakan program PKK 
b) Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan pembina dan pembimbing 
gerakan PKK 
3) Karang Taruna 
Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah generasi 
muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab 
sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau 
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan 
sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial. 
Karang taruna bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah 
kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda, baik yang bersifat 
10  
preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di 
lingkungannya. 
Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, karang taruna mempunyai fungsi: 
a) Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial 
b) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat 
c) Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di 
lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta 
berkesinambungan 
d) Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi 
muda di lingkungannya 
e) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung 
jawab sosial generasi muda 
f) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, 
kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
g) Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung 
jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan 
kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi 
kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya 
h) Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang 
masalah kesejahteraan sosial 
i) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan 
dengan berbagai sektor lainnya 
j) Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual 
k) Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan penyalahgunaan obat 
terlarang (narkoba) bagi remaja 
l) Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif 
dalam rangka pencegahan kenakalan remaja penyalahgunaan obat terlarang 
(narkoba) bagi remaja 
4) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 
Posyandu bertugas membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan 
masyarakat desa. 
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5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
LPM bertugas membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait 
perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong 
 
2.5 Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 
 
Soemantri (2011:19) menjelaskan tentang sumber pendanaan bagi LKD, 
dimana pendanaan LKD dapat berasal dari berbagai sumber. Beberapa sumber 
pendanaan LKD adalah sebagai berikut: 
a. Swadaya masyarakat 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
d. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota 
e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat 
 
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tidak memuat aturan tentang sumber 
pendanaan bagi LKD, hal ini dapat diartikan kalau hal yang terkait pendanaan LKD 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda). 
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Bab V memuat kewajiban bagi menteri 
melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur, Bupati/Walikota, dan 
Camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD sebagai mitra 
pemerintah desa. 
2.6 Pembangunan Berbasis Pemberdayaan 
 
Pemberdayaan masyarakat, menurut Chambers (dalam Mardikanto dan 
Poerwoko Soebiato, 2015:49) merupakan konsep pembangunan dengan paradigma 
yang baru, yaitu pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, 
empowering, and sustainable. Lebih lanjut, Mardikanto juga menjelaskan bahwa 
konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar menyediakan 
mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Konsep ini berkembang 
dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain 
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oleh Friedmann (1992) disebut alternative development, yang menghendaki inclusive 
democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational 
equity. 
Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2015) juga menjelaskan bahwa dalam 
proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia 
(di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 
Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat 
menciptakan lembaga dan sistem pelayanan diri, oleh dan untuk masyarakat. 
Masyarakat menjadi aktor dan penentu pembangunan, dimana usulan-usulan 
masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan 
menjadi titik pijak pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, 
pemberdayaan berarti masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan 
peluang pembangunan serta menemu-kenali solusi yang tepat dengan mengakses 
sumber daya yang diperlukan. Sehingga dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat 
merupakan proses pembelajaran, penguatan kapasitas (termasuk kelembagaan), 
perubahan sosial, pembangunan masyarakat, dan proses pengembangan partisipasi 
masyarakat. (Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2015:61-81) 
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penguatan kapasitas kelembagaan 
dan pengembangan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari ruang lingkup 
pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan penelitian ini, maka 
LKD sebagai salah satu wadah partisipasi dapat dibentuk dan dikuatkan 












Sedang Dilakukan Akan Dilakukan 
 
Penguatan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagai Lembaga Mitra Bagi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan lembaga-
lembaga kemasyarakatan di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah beserta 
aktivitas dan keterlibatannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa baik 
dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan 
pembangunan desa sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah 
desa. 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Desa 
Sidorejo sebagai peta potensi lembaga kemasyarakatan di Desa Sidorejo yang dapat 







Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi eksistensi LKD di Desa 
Sidorejo ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode 
ini digunakan sehingga dapat menggambarkan secara jelas keberadaan LKD yang ada 
di Desa Sidorejo dalam aktivitas dan partisipasinya/keterlibatannya dalam kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. 
Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
tehnik purposive sampling yang menggunakan kriteria: 
1. Mengetahui dan memahami tentang LKD 
2. Terlibat langsung dalam aktivitas LKD 
3. Tergabung dalam keanggotaan LKD 
4. Memiliki waktu dan bersedia memberikan informasi 
 
Berdasarkan kriteria di atas maka, maka yang menjaadi informan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Kepala desa, 
2. Perangkat desa, 
3. Pengurus dan/atau anggota LKD, 
4. Masyarakat desa. 
 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 
1. Wawancara 
Pengumpulan data dengan tehnik wawancara dilakukan dengan perpedoman 
pada instrumen penelitian yang telah disusun. Daftar pertanyaan yang dibaut 
secara garis besar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan perolehan data 
di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dengan 
terlebih dahulu membuat kesepakatan seperti waktu wawancara, 
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publikasi identitas informan, dan penggunaan alat bantu merekam data baik 
alat tulis amaupun alat lainnya. 
2. Observasi 
Observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipatif, dimana peneliti 
mengamati aktivitas dan kondisi di lapangan/lokasi penelitian tanpa terlibat 
langsung. Observasi dilakukan secara terpisah maupun bersamaan dengan 
proses wawancara. 
3. Dokumentasi 
Studi dokumentasi dilakukan dengan mengamati dokumen-dokumen terkait 
dengan LKD di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah, dapat berupa 
dokumen profil, laporan, dan sebagainya. Selain itu, juga dilakukan studi 
terhadap dokumentasi berupa buku-buku literatur, dokumen hasil penelitian 
baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum, serta dokumen lain yang 
mendukung pendeskripsian hasil penelitian. 
 
Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis interaktif, dimana 
oleh Miles dan Huberman (dalam Sutopo:2002) analisis interaktif dijelaskan sebagai 
tehnik analisis data yang dilakukan selama proses pengumpulan data hingga penyajian 
data. Yang artinya jika saat penyajian data ternyata terdapat data yang perlu dikaji lagi 
maka peneliti dapat kembali ke tahap pengumpulan data kembali. 
Tahapan analisis data yang dilakukan mengacu pada tahapan analisis data 
menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2002:91-93), yang meliputi tahap 








5.1 Gambaran Umum Desa Sidorejo 
 
Desa Sidorejo merupakan desa transmigrasi yang dibentuk sejak tahun 
1974, dimana penduduknya berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Sehingga nama-
nama dusun di Desa Sidorejo diambilkan dari nama-nama daerah di Jawa Timur dan 
Jawa Barat, seperti Ponorogo, Banyuwangi, dan sebagainya. Jumlah dusun di Desa 
Sidorejo ada 5 (lima) dusun. 
Desa Sidorejo terletak di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu 
Tengah, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut: 
 Utara      : Berbatas dengan Desa Genting/Abu Sakim 
 Selatan   : Berbatas dengan Desa Sidodadi/Talang Pauh 
 Barat : Berbatas dengan Desa Sunda Kelapa/Pondok Kelapa 
 Timur : Berbatas dengan Desa Sidodadi/Talang Boseng 
 
Kondisi geografis Desa Sidorejo terdiri dari ± 500 Ha nya adalah tanah 
perkebunan dan ± 400 Ha nya adalah persawahan, sedang sisanya sekitar ± 700 Ha nya 
adalah pemukinan penduduk. Lahan perkebunan di Desa Sidorejo lebih banyak 
ditanami sawit dan karet, selain itu terdapat beberapa hektar tanaman kelapa. Sebagai 
sambilan mengurus sawah dan kebun, penduduk Desa Sidorejo juga memelihara ternak 
seperti sapi, kambing, dan ayam yang memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah 
untuk membuat kandangnya. 
Jumlah penduduk di Desa Sidorejo adalah sebanyak 1.679 jiwa yang terdiri 
dari 530 Kepala Keluarga (KK). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka jumlah 
penduduknya terdiri dari laki-laki sebanyak 858 jiwa dan wanita sebanyak 821 jiwa. 
Penduduk Desa Sidorejo sebagian besar adalah penduduk dengan suku Jawa, tetapi juga 
ada penduduk asli Bengkulu, yaitu suku Serawai. 
Penduduk Desa Sidorejo jika dilihat dari usia produktif yaitu yang berusia 
15 tahun ke atas ada sebanyak 1.249 orang, sedangkan penduduk yang masih 
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sekolahnya adalah 240 orang. Data secara lengkap tentang keadaan penduduk di Desa 
Sidorejo berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 5.1 
Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidorejo 
 
Sumber: Profil Desa Sidorejo, 2019 
 
Jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduk Desa Sidorejo tergolong cukup baik, 
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1 di atas. Dari data tersbut dapat diketahui bahwa sudah 
cukup banyak penduduknya yang bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi baik tingkat 
Diploma maupun Sarjana. Meskipun ada ada beberapa data yang juga menujukkan jumlah 
penduduk yang belum/tidak tamat sekolah atau sekolah SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan sudah cukup tinggi, ditandai sudah semakin 
banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan tinggi, 
meskipun ditengah berbagai keterbatasan yang dimiliki. 
Jika dilihat dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian penduduk Desa Sidorejo, 
maka penduduk desa sebagian besar adalah petani dan buruh bangunan. Melihat data 
sebagaimana disajikan pada tabel 5.2 di bawah ini, diketahui bahwa mata pencaharian 
utama penduduk adalah sebagai petani dan sebagian ada sebagai buruh tani artinya 
mereka tidak memiliki lahan sendiri atau sebagai tenaga upahan menggarap lahan milik 
orang lain. Ada sebanyak 408 rumah tangga yang memiliki lahan sawahnya sendiri dan 
139 rumah tangga tangga tidak memiliki lahan sawah sendiri. Selain itu, mata 
pencaharian yang dominan kedua adalah sebagai buruh bangunan, dimana garapannya 
tidak hanya di Desa Sidorejo saja melainkan ke desa atau daerah lain di luar Desa 
Sidorejo. Data tentang jenis mata pencaharian penduduk Desa Sidorejo secara lengkap 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
No Pendidikan Jumlah (Jiwa) 
1 Tidak / Belum Pernah Sekolah 255 
2 Tidak / Belum Tamat SD 172 
3 SD / MI 648 
4 SLTP / Sederajat 330 
5 SLTA / Sederajat 192 
6 Akademi / Diploma 7 
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2 Buruh Pertanian 
3 PNS 
4 Pengrajin 




9 Karyawan Swasta 
10 Industri RT 
11 Perawat / Bidan 
12 Dokter 
13 Penjahit 
















Sumber: Profil Desa Sidorejo, 2019 
 
5.2 Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Sidorejo 
 
Identifikasi LKD yang ada di Desa Sidorejo dalam penelitian ini 
digambarkan dengan menampilkan LKD apa saja yang sudah dibentuk dan apasaja 
kegiatan dari masing-masing LKD tersebut. Berdasarkan keberadaan dan aktivitas LKD 
tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran terkait eksistensi 
LKD di Desa Sidorejo Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai mitra pemerintah desa 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi tugas pemberian pelayanan 
kepada masyarakat, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Keberadaan LKD yang sudah ada di Desa Sidorejo sudah sesuai dengan 
yang disyaratkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, bahwa LKD minimal 
terdiri dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPM. Lembaga-lembaga 
tersebut boleh dibilang sebagai lembaga kemasyarakatan bentukan pemerintah karena 
diatur melalui peraturan menteri. Selain lembaga bentukan pemerintah tersebut, di 
tingkat desa juga dapat membentuk lembaga-lembaga sosial lokal desa. Lembaga sosial 
tersebut dapat dibentuk berdasarkan kekerabatan, keagamaan, atau berbasiskan 
masyarakat sipil. Di Desa Sidorejo terdapat beberapa lembaga atau organisasi atau dapat 
juga disebut sebagai kelompok, yaitu kelompok tani, gabungan kelompok tani, 
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kelompok simpan pinjam, risma, kelompok pengajian, dan kelompok seni budaya. 
Selain itu, di Desa Sidorejo juga terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai 
organisasi/lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. 
Dilihat dari jumlahnya, lembaga/organisasi/kelompok sosial yang dibentuk 
oleh masyarakat Desa Sidorejo cukup banyak dan mempunyai lingkup yang berbeda, 
ada yang berbasis agama, seni dan budaya, ekonomi, dan pertanian. Berikut ini adalah 
data LKD yang ada di desa Sidorejo, baik lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat 
pemerintahan maupun lembaga/organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa 
di Desa Sidorejo itu sendiri. 
























Rukun Tetangga (RT) 



















yang dibentuk atas prakarsa 
masyarakat 
Deskripsi Lembaga 
Terdapat 12 RT di yang tersebar di 5 dusun Desa 
Sidorejo. 
 
Terbagi dalam 4 kelompok kerja, yaitu: 
1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan 
Gotong Royong 
2. Pendidikan, keterampilan, dan 
pengembangan kehidupan dan berkoperasi 
3. Pangan, sandang, perumahan dan tata 
laksana rumah tangga 
4. Kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup 
perencanaan sehat 
Terdapat 2 Kelompok karang taruna dengan nama 
Karang     Taruna     Tunas      Muda      dan Karang 
Taruna Tunas Harapan 
Terdapat 4 Kelompok posyandu, yaitu Posyandu 
Suka Maju, Posyandu Usila Sidorejo, Posyandu    





12 kelompok tani 
3 risma 
11 kelompok pengajian 
2 kelompok simpan pinjam 
2 kelompok seni budaya 
BUMDES 
Sumber: Diolah dari hasil penelitian 
 
Lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas, beberapa ada yang 
aktif melakukan kegiatan beberapa lainnya fakum tanpa kegiatan. 
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Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 
 
Jumlah RT yang ada di Desa Sidorejo adalah sebanyak 12 RT yang tersebar 
dalam 5 (lima) dusun. Rata-rata jumlah KK pada masing-masing RT adalah 30-60 KK. 
Para pengurus RT pada umumnya adalah petani sehingga kesehariannya dihabiskan 
dengan kegiatan rutin bertani di sawah. Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan desa adalah memberikan layanan kepada masyarakat, terutama layanan 
administrasi kependudukan sebelum sampai ditingkat pemerintah desa. Sebagaimana 
tercantum dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Lembaha Adat Desa, bahwa RT/RW mempunyai tugas 
membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, 
berfungsi: pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; 
pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan 
gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan 
swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi 
masyarakat di wilayahnya. 
 
Partisipasi para pengurus cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, hal ini ditandai dengan kehadiran mereka 
dalam rapat-rapat atau pertemuan desa dan kegiatan gotong royong desa maupun 
kegiatan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Tetapi tidak semua penurus 
RT dapat menggerakkan warganya untuk turut serta. Terlebih lagi untuk RT yang 
lokasinya sedikit jauh dari pusat kegiatan pemerintah desa tingkat partisipasinya sedikit 
lebih rendah dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh dan mengingat kegiatan pada 
umumnya sering kali dilakukan di malam hari. 
Pelaksanaan fungsi lainnya seperti pembuatan gagasan pembangunan 
dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat belum berjalam secara 
maksimal. 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
 
Kelompok PKK Desa Sidorejo membentuk organisasinya dengan disahkan 
melalui Peraturan Desa (Perdes) dan membagi kepengurusan menjadi 4 (empat) 
kelompok kerja, yaitu: 
1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong 
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2. Pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan dan berkoperasi 
3. Pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga 
4. Kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup perencanaan sehat 
 
Pada pelaksanaanya setiap kegiatan PKK selalu dilaksanakan secara 
bersama tanpa mengkhususkan bagian atau kelompok kerjanya. Tidak ada kegiatan 
khusus yang diselenggarakan oleh kelompok PKK, sejauh ini mereka melakukan 
kegiatan yang diselenggarakan pihak lain, misalnya sebagai peserta pelatihan dari 
pemerintah daerah seperti Dinas Sosial atau dari instansi lainnya. 
Saat ini kelompok PKK Desa Sidorejo juga sedang dalam tahap persiapan 
untuk membuat usaha kuliner khas daerah Bengkulu khususnya Serawai, yaitu 
pembuatan gelamai serawai. Tahapan yang sedang dilakukan saat ini adalah asah 
terampil pembuatan kuliner khas oleh para pengurus dan anggota PKK, asah terampil 
tersebut dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan dan 
juga dengan cara mempraktekkan sendiri. 
Karang Taruna 
 
Desa Sidorejo mempunyai dua kelompok Karang Taruna, yaitu Karang 
Taruna Tunas Muda dan Karang Taruna Tunas Harapan. Kelompok Karang Taruna 
Tunas Muda merupakan kelompok karang taruna definitif yang sebagian sumber 
pembiayaannya dari pemerintah desa atau dana desa. Tidak banyak kegiatan yang 
dilalukan oleh kelopok karang taruna Tunas Muda ini, sejauh ini kegiatannya adalah 
kegiatan rutin tahunan berupa peringatan tujuh belas agustusan. Kelompok karang 
taruna ini juga mempunyai kegiatan arisan bulanan pengurus dan anggota karang 
taruna. 
Selain itu, pengurus karang taruna Tunas Harapan juga aktif menghadiri 
rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau kegiatan lain seperti gotong 
royong desa. Tetapi, meskipun pengurus aktif mengikuti kegiatan yang 
diselengggarakan oleh pemerintah desa, tetapi belum mempunyai program yang khusus 
karang taruna sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai LKD yang menangani bidang 
kesejahteraan sosial khususnya bagi remaja. Alasannya adalah karena kesibukan dari 
pengurus karang taruna yang masih berstatus sebagai 
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mahasiswa yang banyak menyita waktu untuk kuliah dan mengerjakan tugas kampus 
sehingga sulit membagi waktu untuk kepentingan organisasi karang taruna. 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka sebagian pemuda desa yang tidak 
terlibat dalam kepengurusan karang taruna Tunas Muda berinisiasi membentuk 
kelompok karang taruna sendiri dengan nama Tunas Harapan. Tujuannya adalah 
mengakomodir minat dari pemuda untuk berkegiatan khususnya bidang olahraga, 
sehingga kelompok karang taruna ini membuat jadwal kegiatan oleharaga voli setiap 
sore hari. Selain alasan tersebut, kelompok karang taruna ini juga merasa kalau jarak 
tempuh tempat tinggal mereka dengan pusat kegiatan dari Karang Taruna Tunas Muda 
juga cukup jauh, sehingga jarang berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh 
kelompok Karang Taruna Tunas Muda. 
Dilihat dari sumber pembiayaan atau operasional kegiatan, kelompok 
Karang Taruna Tunas Harapan berbeda dengan karang taruna Tunas Muda yang 
mendapat bantuan operasional dari dana desa. Karang Taruna Tunas Harapan sumber 
baiyanya murni swadaya dari anggota, dalam artian bahwa kelompok ini tidak 
mendapat bantuan dana dari pemerintah desa. 
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 
 
Terdapat 4 (empat) kelompok posyandu di Desa Sidorejo, yaitu: 
1) Posyandu Suka Maju, 
2) Posyandu Usila Sidorejo, 
3) Posyandu Usila Jawa Barat, dan 
4) Posyandu Bentangor (Talang Selatan) 
 
Keempat kelompok posyandu tersebut di atas rutin menyelenggarkan 
kegiatan posyandu balita dan usia lanjut (usila) serta Posbindu (Pos Pembinaan 
Terpadu). Posbindu merupakan kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko 
penyakit tidak menular terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan 
kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan tekanan 
darah, cek gula darah, dan timbang berat badan dan lingkar perut. Pelaksanaan kegiatan 
dari keempat posyandu tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan dimana waktu 
dijadwalkan secara berurutan, yaitu tanggal 13 dan 14 setiap bulan. 
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
 
LPM mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, 
menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan 
pembangunan di Desa. Tugas ini belum dilaksanakan secara maksimal di Desa Sidorejo. 
Hal ini dapat dilihat dalam penyusunan rencana pembangunan desa dalam Rencana 
Pembanguna Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDes), LPM belum berperan secara aktif. Sama halnya dalam tahap pelaksanaan 
dan pengendaliannya. Dalam proses tersebut, harusnya LPM berperan aktif bersama 
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Kelompok Tani 
 
Kelompok tani di Desa Sidorejo ada sebanyak 12 kelompok tani yang 
tersebar di 12 RT. Artinya kelompok tani ini dibentuk berdasarkan pembagian wilayah 
desa, dimana masing-masing RT mempunyai kelompok tani sendiri. Hal ini didasarkan 
pada kondisi masyarakat Desa Sidorejo yang dominan adalah sebagai petani. Namun 
tidak semua warga menjadi anggota kelompok tani meskipun pekerjaannya adalah 
petani. 
Namun tidak semua kelompok tani tersebut aktif baik pengurus maupun 
anggotanya dalam kelompok itu sendiri maupun dalam Gapoktan dan kegiatan 
pemerintahan desa. Bahkan ada satu kelompok tani yang pengurusnya pernah menjadi 
kontingen dari Bengkulu Tengah dalam acara KTNA (Kelompok Tani dan Nelayan 
Andalan) tingkat provinsi. Dalam event tersebut, kelompok tani menampilkan hasil dan 
alat pertanian andalan, asah terampil khas dari Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 
 
Gapoktan di Desa Sidorejo terdiri dari dua kelompok yang merupakan 
kumpulan atau gabungan dari kelompok tani. Gapoktan ini membuat unit usaha yang 
dapat membantu para petani dalam mengolah lahannya. Unit usaha tersebut berupa 
simpam pinjam bagi anggota kelompok tani maupun yang tidak tergabung dalam 
kelompok tani. Bentuknya adalah sewa alat pertanian berupa hand traktor dan perontok 
padi, yang biasa disebut dengan ALSINTAN (Alat Simpan dan Sewa Pertanian). 
Kelompok simpan pinjam ini terdiri dari dua kelompok sesuai dengan jumalh 
Gapoktannya. 
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Selain itu gapoktan juga menyediakan pupuk, bibit, dan racun rumput. 
Persyaratan dan tarif sewa antara anggota kelompok tani dengan yang tidak tergabung 
dalam kelompok tentunya berbeda, lebih menguntungkan jika tergabung dalam 
kelompok tani. 
Karena usaha tersebut, saat ini dana yang dimiliki dan dikelola oleh 
Gapoktan sudah semakin berkembang. Gapoktan sedang merencanakan untuk 
pengembangan unit usaha simpan pinjam pertanian tersebut dengan pengadaan alat 
pertanian yang lebih canggih lagi. 
Remaja Masjid (Risma) 
 
Di Desa Sidorejo terdapat 3 (tiga) kelompok Risma, dimana kegiatannya 
adalah mengadakan kegaitan keagamaan islam seperti peringatan maulid nabi. Selain 
itu kelompok risma juga sesekali mengadakan pengajian. Namun dari ketiga kelompok 
tersebut ada 1 (satu) kelompok yang tidak aktif lagi. 
Sedangkan keterlibatannya dalam pemerintahan desa, sama halnya dengan 
LKD liannya. Jika dilihat dari keikutsertaan dalam hal menghadiri acara-acara 
pemerintah desa, Risma juga cukup aktif. Intensitas menghadiri undangan pemerintah 
desa cukup tinggi. 
Kelompok Pengajian 
 
Kelompok pengajian yang dimaksud disini adalah kelompok pengajian yang 
dibentuk oleh bapak-bapak. Kelompok pengajian ini terdiri dari sebanyak 11 kelompok 
pengajian. Kegiatannya adalah mengadakan pengajian secara rutin setiap malam Jumat. 
Kelompok Simpan Pinjam 
 
Kelompok simpan pinjam yang dimasud disini adalah kelompok simpan 
pinjam alat pertanian yang dibentuk oleh Gapoktan. 
Kelompok Seni Budaya 
 
Kelompok seni budaya yang ada di Desa Sidorejo merupakan kelompok 
kesenian tradisional berupa reog ponorogo dan kuda lumping. Kedua kelompok seni 
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budaya tersebut merupakan kelompok seni budaya yang komersil, dalam artian bahwa 
mereka tampil kalau ada yang memesan atau nanggap. 
Selain kedua kelompok seni budaya tersebut, tahun 2019 ini juga sedang 
dibentuk kelompok kesenian budaya Serawai yaitu Serampal Anan, yaitu seni budaya 
yang menggunakan alat musik rebana. Kelompok ini mendapat bantuan dana dari desa 
berupa pembuatan baju seragam dan alat musiknya. 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
 
Pemerintah desa membentuk BUMDES guna mengembangkan potensi 
ekonomi Desa Sidorejo. Saat ini bidang usaha BUMDES Desa Sidorejo adalah berupa 
penyewaan tenda. Tetapi usaha ini belum berhasil seperti yang diharapkan dikarenakan 
beberapa kendala baik dari dalam maupun dari luar. Keterbatasan dana yang dimiliki 
membuat BUMDES tidak dapat memperbarui alat dan perlengkapan tenda yang 
disewakan, sehingga kondisinya kurang baik. Dengan kondisi tersebut mengakibatkan 
tidak ada masyarkat yang mau menyewa tenda milik BUMDES sendiri dan lebih 
memilih menyewa dari luar desa yang lebih baik. 
Keberadaan BUMDES sebenarnya sebuah potensi yang dapat 




Pada umumnya keberadaan LKD yang ada di Desa Sidorejo telah berjalan 
sebagaimana mestinya meskipun belum secara maksimal. Sebagaimana diketahui dan 
juga yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa LKD merupakan mitra 
pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai desa yang 
sejahtera dan mendiri. LKD menjadi mitra pemerintah desa dalam pemberian 
pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. 
Pada beberapa bagian pelaksanaan tugasnya sebagai mitra pemerintah desa 
tersebut, LKD di Desa Sidorejo telah melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. 
Misalnya dalam pemberian pelayanan, masing-masing LKD sudah memberikan 
pelayanan sesuai dengan tupoksinya kepada warganya atau anggotanya. Sebagai contoh 
adalah para pengurus RT/RW telah memberikan layanan kepada 
27  
masyarakat berupa layanan administrasi kependudukan, pengurus Posyandu telah 
memberikan layanan kesehatan secara berkala, dan lembaga lainnya sesuai dengan 
tugas pokoknya. 
Selain itu, tingkat partisipasi LKD di Desa Sidorejo dalam kegaitan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa juga cukup tinggi. Hal ini dilihat 
dari tingkat kehadiran perwakilan LKD dalam setiap rapat, gotong royong, dan kegiatan 
desa lainnya. Hanya saja kegiatan masing-masing lembaga kemasyaratan tersebut 
sebagian belum menyentuh ke tugas pokok dan fungsi dari lembaganya masing-masing. 
Hal yang menarik dari keberadaan LKD di Desa Sidorejo ini adalah adanya 
dua kelompok karang taruna. Dilihat satu ini ini menunjukkan bahwa warga karng 
taruna Desa Sidorejo telah mempunyai inisiasi untuk kegiatan sebagai dengan mebuat 
wadah kegiatan yaitu karang taruna. Tetapi sisi lain keberadaan dua kelompok karang 
taruna ini dikawatirkan akan menimbulkan perpecahan jika tidak diatur sedemikian 
rupa, karena adanya beda perlakuan dari pemerintah desa dimana kelompok yang satu 
mendapat bantuan dana dari dana desa sedangkan kelompok satunya sumber dananya 
adalah swadaya pengurus dan anggota. Dalam Permendagri memang tidak disebutkan 
secara eksplisit bahwa satu desa satu karang taruna, tetapi pemerintah daerah dapat 
membuat peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang LKD di daerah 
masing-masing. 
Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa syarat pembentukan 
LKD adalah ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Adapun 
lembaga/organisasi/kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat 
desa belum disahkan melalui Perdes. Dan struktur kepengurusannya juga tidak secara 
normatif sebagaimana diatur dalam Permendagri, beberapa kelompok kepengurusan 
hanya terdiri dari ketua saja. Adapun lembaga/organisasi/kelompok tersebut adalah 
kelompok kesenian reog ponorogo dan kuda lumping, kelompok pengajian, kelompok 
simpan pinjam, kelompok tani, dan risma. Sehingga, dengan demikian lembaga tersebut 
lebih tepat kalau disebut sebagai kelompok dari pada lembaga, yaitu kelompok sosial, 
budaya, dan simpan pinjam. Meskipun demikian, kelompok-kelompok ini menjadi 
wadah atau jalan bagi masyarakat desa untuk dapat 
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berpartisipasi pada kegiatan pemerintahan desa. Kelompok-kelompok tersebut 
menciptakan aktivitas yang beragam bagi masyarakat Desa Sidorejo, dan memberikan 
manfaat dalam berbagai bidang bagi kelompok, masyarakat, dan pemerintahan desa 
secara tidak langsung. 
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BAB VI 





Masyarakat Desa Sidorejo sejatinya sudah memiliki wadah atau fasilitas 
untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa yaitu melalui lembaga-lembaga 
kemasyarakatan desa yang sudah dibentuk. Selain lembaga yang merupakan bentukan 
dari pemerintah, Desa Sidorejo juga mempunyai lembaga yang lokal yang dibentuk 
berdasarkan keagamaan, seni budaya, pertanian, dan ekonomi. Secara jumlah juga 
cukup banyak Keberadaan jenis LKD di Desa Sidorejo sudah sesuai dengan 
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa, yaitu terdapat RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan 
LPM. 
Selain lembaga kemasyarakatan bentukan pemerintah sebagaimana 
disebutkan di atas, juga terdapat lembaga atau kelompok bentukan masyarakat itu 
sendiri yaitu kelompok tani, gabungan kelompok tani, risma, kelompok pengajian, 
kelompok seni budaya, dan kelompok simpan pinjam. Kelompok-kelompok ini telah 
melaksanakan fungsinya meskipun ada beberapa lembaga yang sudah tidak aktif lagi. 
Masing-masing lembaga dibentuk dan melakukan fungsinya meskipun 
belum secara maksimal, baik lembaga bentukan pemerintah maupun bentukan 
masyarakat sendiri. Masing-masing lembaga atau kelompok menjadi wadah bagi 




Pemerintah desa harus memberikan perhatian yang sedikit lebih banyak 
kepada lembaga-lembaga yang sudah dibentuk, karena lembaga-lembaga inilah yang 
secara langsung atau tidak langsung membantu pemerintah desa dalam pemenuhan 
kebutuhan masyarakat melalui kegiatan masing-masing. Bentuk perhatian ini bisa 
dengan menganggarkan pembiayaan bagi lembaga-lembaga tersebut, tetapi dengan 
syarat dan mekanisme yang jelas supaya benar-benar bermanfaat baik bagi lembaga. 
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masyarakat, dan desa secara umum. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk pembinaan 
dan pemberdayaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa. 
Perlu adanya komitmen untuk membangun desa dari semua pihak, terutama 
para pengurus lembaga kemasyarakatan. Dimulai dari pengurus kemudian diteruskan 
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